
 

 

 

 

WALI KOTA SAMARINDA 

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 

 

PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA 

NOMOR 4 TAHUN 2021 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2021 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALI KOTA SAMARINDA, 

 

Menimbang :  a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 317 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah dan pasal 177 Peraturan Pemerintah 

Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan 
Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan 
Bersama; 

b. bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana 
dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan 

Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 

Kota Samarinda Tahun Anggaran 2020; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana  dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2021; 

 

Mengingat  :  1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang 

Pembentukan Daerah dan Undang Undang tentang 
Pemerintahan Daerah; 

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1959 Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang 

SALINAN 
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Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah 
Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan 

Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 
tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di 

Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2756); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6573); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4028); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Petubahan 

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5340); 
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4575); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 

Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972); 

 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata 

Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan 

keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah 
Provinsi Kalimantan Timur; 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

nomor 6041); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 106); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2011 Nomor 310); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan 

Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata 
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan 

Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 525); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 

yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
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Daerah, sebagaiman telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 

2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman 
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 

Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 32 Tahun 2011Tentang Pemberian Hibah Dan 

Bantuan Sosial Yang Berseumber Dari Anggaran 

Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 465); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 
Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); 

23. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 

tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah 

serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana 
Operaional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 1067); 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 

tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib 
Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan 

Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai 

Politik; 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 

tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 

26. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021; 

27. Keputusan Gubernur Propinsi Kalimantan Timur Nomor: 

188.34/5536/2328-III/BPKAD Tahun 2021 tentang 
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Samarinda 

Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun 2021 Dan Rancangan Peraturan Wali Kota 
Samarinda Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran 

Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021; 

28. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2020 

tentang Peraturan Daerah Kota Samarinda Tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2021; 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA 

dan 

WALI KOTA SAMARINDA 

MEMUTUSKAN: 
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Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 

2021. 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi 
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, 

pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah; 

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 

adalah rencana keuangan tahunan daerah   yang ditetapkan dengan 

peraturan daerah; 

3. Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan 
arah bagi pemerintahan daerah dalam penyusunan, pembahasan dan 

penetapan APBD;  

4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan daerah otonom;  

5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan  Rakyat Daerah menurut  asas  
otonomi  dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya 

dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945;  

6. Kepala Daerah adalah Gubernur bagi daerah Provinsi, Bupati bagi daerah 
Kabupaten atau Wali Kota bagi daerah Kota. 

 

Pasal 2 

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun anggaran 2021 semula sebesar 

Rp.2.591.827.044.000,- (dua trilyun lima ratus sembilan puluh satu milyar 
delapan ratus dua puluh tujuh juta empat puluh empat ribu rupiah), bertambah 

sebesar Rp.723.444.826.684,- (tujuh ratus dua puluh tiga milyar empat ratus 
empat puluh empat juta delapan ratus dua puluh enam ribu enam ratus delapan 
puluh empat rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.3.315.271.870.684,- (tiga 
trilyun tiga ratus lima belas milyar dua ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus 
tujuh puluh ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah), dengan rincian sebagai 

berikut : 

1. Pendapatan Daerah 

a. Semula Rp. 2.251.827.044.000,- 

b. Bertambah Rp. 524.919.525.409,- 

Jumlah Pendapatan Daerah setelah 

perubahan 

 

Rp. 

 

2.776.746.569.409,- 

 

2. Belanja Daerah 

a. Semula Rp. 2.591.827.044.000,- 

b. Bertambah Rp. 724.903.826.684,- 

Jumlah Belanja Daerah setelah 

perubahan 

 

Rp. 

 

3.316.730.870.684,- 

 

3. Pembiayaan Daerah 

Penerimaan Pembiayaan 
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a. Semula Rp. 340.000.000.000,- 

b. Bertambah Rp. 199.984.301.275 

Jumlah Pembiayaan Daerah setelah 

perubahan 

 

Rp. 

 

539.984.301.275,- 

 

Pasal 3 

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersumber 

dari: 

a. Pendapatan Asli Daerah; 

1. Semula Rp. 534.086.248.000,- 

2. Bertambah Rp. 27.406.660.215,- 

Jumlah Pendapatan Asli Daerah 

setelah perubahan 

 

Rp. 

 

561.492.908.215,- 

 

b. Pendapatan Transfer; 

1. Semula Rp. 1.628.897.996.000,- 

2. Bertambah Rp. 497.512.865.194,- 

Jumlah Pendapatan Transfer 

setelah perubahan 

 

Rp. 

 

2.126.410.861.194,- 

 

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah; 

1. Semula Rp. 88.842.800.000,- 

2. Bertambah Rp. 0,- 

Jumlah Lain-lain Pendapatan 

Daerah Yang Sah setelah 

perubahan 

 

Rp. 

 

88.842.800.000,- 

 

Pasal 4 

1. Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a 

bersumber dari: 

a. Pajak Daerah; 

1. Semula Rp. 351.900.000.000,- 

2. Berkurang Rp. 10.650.410.000,- 

Jumlah Pajak Daerah setelah 
perubahan 

 

Rp. 

 

341.249.590.000,- 

 

b. Retribusi Daerah; 

1. Semula Rp. 57.153.030.000,- 

2. Berkurang Rp. 7.826.060.000,- 

Jumlah Retribusi Daerah setelah 

perubahan 

 

Rp. 

 

49.326.970.000,- 

 

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; 

1. Semula Rp. 8.998.868.000,- 

2. Berkurang Rp. 4.551.712.000,- 

Jumlah Hasil Pengelolaan 

Kekayaan Daerah Yang 
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Dipisahkan setelah perubahan Rp. 4.447.156.000,- 

   

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah; 

1. Semula Rp. 116.034.350.000,- 

2. Bertambah Rp. 50.434.842.215,- 

Jumlah Lain-lain Pendapatan 
Asli Daerah Yang Sah setelah 

perubahan 

 

 

Rp. 

 

 

166.469.192.215,- 

   

2. Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b 
bersumber dari: 

a. Transfer Pemerintah Pusat; 

1. Semula Rp. 1.292.547.760.000,- 

2. Bertambah Rp. 26.668.204.294,- 

Jumlah Transfer Pemerintah 

Pusat setelah perubahan 

 

Rp. 

 

1.319.215.964.294,- 

 

b. Transfer Antar Daerah; 

1. Semula Rp. 336.350.236.000,- 

2. Bertambah Rp. 470.844.660.900,- 

Jumlah Transfer Antar Daerah 

setelah perubahan 

 

Rp. 

 

807.194.896.900,- 

 

3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
3 huruf c bersumber dari: 

a. Pendapatan Hibah; 

1. Semula Rp. 88.842.800.000,- 

2. Bertambah Rp. 0,- 

Jumlah Pendapatan Hibah 

setelah perubahan 

 

Rp. 

 

88.842.800.000,- 

 

Pasal 5 

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas: 

a. Belanja Operasi; 

1. Semula Rp. 1.772.073.935.839,- 

2. Bertambah Rp. 314.045.241.564,- 

Jumlah Belanja Operasi setelah 
perubahan 

 

Rp. 

 

2.086.119.177.403,- 

 

b. Belanja Modal; 

1. Semula Rp. 511.666.018.470,- 

2. Bertambah Rp. 605.856.078.721,- 

Jumlah Belanja Modal setelah 

perubahan 

 

Rp. 

 

1.117.522.097.191,- 
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c. Belanja Tidak Terduga; 

1. Semula Rp. 308.087.089.691,- 

2. Berkurang Rp. 194.997.493.601,- 

Jumlah Belanja Tidak Terduga 

setelah perubahan 

 

Rp. 

 

113.089.596.090,- 

 

Pasal 6 

1. Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas: 

a. Belanja Pegawai; 

1. Semula Rp. 1.017.050.647.032,- 

2. Bertambah Rp. 91.272.838.184,- 

Jumlah Belanja Pegawai setelah 
perubahan 

 

Rp. 

 

1.108.323.485.216,- 

 

b. Belanja Barang Dan Jasa; 

1. Semula Rp. 704.734.073.722,- 

2. Bertambah Rp. 220.492.821.894,- 

 

Jumlah Belanja Barang Dan 

Jasa setelah perubahan 

 

Rp. 

 

925.226.895.616,- 

 

c. Belanja Hibah; 

1. Semula Rp. 49.731.016.085,- 

2. Bertambah Rp. 2.300.775.486,- 

Jumlah Belanja Hibah setelah 
perubahan 

 

Rp. 

 

52.031.791.571,- 

   

d. Belanja Bantuan Sosial; 

1. Semula Rp. 558.199.000,- 

2. Berkurang Rp. 21.194.000,- 

Jumlah Belanja Bantuan Sosial 

setelah perubahan 

 

Rp. 

 

537.005.000,- 

   

 

2. Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas: 

a. Belanja Modal Tanah; 

1. Semula Rp. 16.653.138.000,- 

2. Bertambah Rp. 9.481.038.884,- 

Jumlah Belanja Modal Tanah 
setelah perubahan 

 

Rp. 

 

26.134.176.884,- 

 

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin; 

1. Semula Rp. 82.274.212.283,- 

2. Bertambah Rp. 56.412.889.551,- 

Jumlah Belanja Modal Peralatan 

dan Mesin setelah perubahan 

 

Rp. 

 

138.687.101.834,- 
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c. Belanja Modal Bangunan Dan Gedung; 

1. Semula Rp. 101.661.292.984,- 

2. Bertambah Rp. 59.315.739.134,- 

Jumlah Belanja Modal Bangunan 

Dan Gedung setelah perubahan 

 

Rp. 

 

160.977.032.118,- 

 

d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi; 

1. Semula Rp. 279.915.071.754,- 

2. Bertambah Rp. 477.137.447.131,- 

Jumlah Belanja Modal Jalan, 

Jaringan, dan Irigasi setelah 

perubahan 

 

 

 

Rp. 

 

 

757.052.518.885,- 

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; 

1. Semula Rp. 31.162.303.449,- 

2. Bertambah Rp. 3.508.964.021,- 

Jumlah Belanja Modal Aset Tetap 
Lainnya setelah perubahan 

 

Rp. 

 

34.671.267.470,- 

3. Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri 

atas: 

1. Semula Rp. 308.087.089.691,- 

2. Berkurang Rp. 194.997.493.601,- 

Jumlah Pendapatan Hibah setelah 

perubahan 

 

Rp. 

 

113.089.596.090,- 

 

Pasal 7 

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas: 

a. Penerimaan Pembiayaan; 

1. Semula Rp. 340.000.000.000,- 

2. Bertambah Rp. 199.984.301.275,- 

Jumlah Penerimaan Pembiayaan 

setelah perubahan 

 

Rp. 

 

539.984.301.275,- 

 

Pasal 8 

(1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri 
atas: 

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya; 

a. Semula Rp. 340.000.000.000,- 

b. Bertambah Rp. 199.984.301.275,- 

Jumlah Sisa Lebih Perhitungan 

Anggaran Tahun Sebelumnya 

setelah perubahan 

 

 

Rp. 

 

 

539.984.301.275,- 

 

Pasal 9 

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan 

Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang 
belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang 
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ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  Kota Samarinda 

Tahun Anggaran 2021; 

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: 

a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar 

biasa; 

b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau 

c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan 
publik. 

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang 
anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; 

b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib; 

c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan 
tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-

undangan; dan/atau 

d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan  menimbulkan 

kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat. 
 

Pasal 10 

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian  tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini terdiri dari: 

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD  yang  Diklasifikasi 

Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, 

Belanja, dan Pembiayaan; 

2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi  

Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan 
Organisasi; 

3. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan 
Pemerintahan  Daerah,  Organisasi, Program, 

Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis 

Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; 

4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut 

Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 
Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub 

Kegiatan beserta Keluaran; 

5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk 

Keselarasan dan Keterpaduan Urusan 

Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam 
Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; 

6. Lampiran VI : Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk 

Pemenuhan SPM; 

7. Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan 

Rancangan Perubahan APBD; 

8. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub 

Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan 

PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD; 

9. Lampiran IX : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per 
Golongan dan Per Jabatan; dengan Rancangan 

Perubahan APBD; 
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10. Lampiran X : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang 
telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan 

11. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah. 

 

Pasal 11 

Wali Kota Samarinda menetapkan peraturan tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan 

APBD. 

 

Pasal 12 

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang 

mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota Samarinda 
dengan penempatannya dalam berita daerah. 

 

BAB V 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 8 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Samarinda. 

 

Ditetapkan di Samarinda  

                                  pada tanggal 15 Oktober 2021        

WALI KOTA SAMARINDA, 

 

ttd 

 
         ANDI HARUN 

Diundangkan di Samarinda 

pada tanggal 15 Oktober 2021 

Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA, 

 

ttd 
                          

NINA ENDANG RAHAYU 

LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2021 NOMOR: 23 

Salinan sesuai dengan aslinya 

Sekretariat Daerah Kota Samarinda 

Kepala Bagian Hukum,  

 

 

 

EKO SUPRAYETNO, S.Sos. 

NIP. 19680119 198803 1 002 

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA, PROVINSI KALIMANTAN 

TIMUR: 64.72/I/29/4/2021 


